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Laporan Barang Pengguna Tahun 2023 Audited 

Indonesia Terkoneksi 
Semakin Digital, Semakin Maju 

 

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kemenkominfo sebagai focal point 

pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital 

Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan 

juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. 

Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjalankan peran sebagai 

Pengguna Barang untuk mengoptimalkan seluruh sumberdaya Barang Milik Negara yang berada 

dalam penguasaannya. 

Diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang 

dan bertanggungjawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan 

yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) berdasarkan 

konsolidasi Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Pengguna Eselon I di lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016  tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara. 

Laporan Barang Pengguna terdiri atas Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dan 

Catatan atas Laporan Barang Pengguna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 

tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses pelaporan Barang 

Pengguna pada Tahun 2023 Audited. 

Semoga Laporan ini memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan 

khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi 

pengelolaan keuangan negara, serta juga memberikan informasi kepada manajemen dalam 

pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

        Jakarta, Mei 2024 
        Sekretaris Jenderal 
 
 
 
 
 
         




